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P U T U S A N

Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama pada  tingkat  pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxxx,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Dusun Pulau Intan A,  Desa

Tanjung  harapan,  Kecamatan  Pangkatan,  Kabupaten

Labuhanbatu,  Dalam hal  ini  memberikan kuasa kepada Nita

Indira Utami, SH,  dan kawan  Advokat yang berkantor di  Jalan

Padang Matinggi no.58 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

970/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024,  tanggal 18  Oktober  2024,

sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxx,  umur  30  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pulau Intan A, Desa

Tanjung  Harapan,  Kecamatan  Pangkatan,  Kabupaten

Labuhanbatu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon   dalam surat  permohonannya  tanggal  21 Oktober 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register

perkara Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri  yang telah

melangsungkan  pernikahan  pada  hari  Rabu  tanggal  09  Januari  2013  dan

terdaftar pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor: XXXXXXX tertanggal 16 Oktober 2024.. 

2. Bahwa saat  pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus

Perawan. 

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  bersama membina

rumah tangga dirumah sewa di Desa Tanjung harapan Kecamatan Pangkatan

Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah pada bulan Februari 2022. 

4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pulau Intan A

Desa Tanjung harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, namun

sudah tidak satu rumah lagi. 

5. Bahwa  Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri

(ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: 

5.1. XXXXXX (pr) tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 12 April 2013;

5.2. XXXXXX (pr) tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 16 Juni 2020, saat

ini anak-anak berada pada orangtua Termohon. 

6. Bahwa pada bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa

alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah

berpisah sampai dengan sekarang. 

7. Bahwa perpisahan yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon 

 telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pasal 19 huruf b. 

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b yang mana perceraian dapat

terjadi apabila:

Huruf  b:  Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

di luar kemampuannya.

8. Bahwa karena hal tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk

mempertahankan  pernikahannya  dengan  Termohon,  dan  perceraian  melalui

pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon.  
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Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Majelis

Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara

serta dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu

Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxx) di Pengadilan Agama Rantauprapat. 

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku. 

SUBSIDER:

Jika  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Rantauprapat  berpendapat  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar,

yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon   telah datang

menghadap di  persidangan, sedangkan  Termohon tidak datang menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang

sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor

1569/Pdt.G/2024/PA.Rap  tanggal  01 November  2024,  Nomor

1569/Pdt.G/2024/PA.Rap  tanggal  14 November  2024  dan  Nomor

1569/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 28 November 2024 telah dipanggil secara resmi

dan patut,  sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya  Termohon tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis

Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara

Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati  Pemohon  agar berfikir untuk tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon  tetap pada dalil-dalil permohonan nya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara

yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa

mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak

dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah
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dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon   untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  nya,  Pemohon   telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkatan

Kabupaten Labuhanbatu, Nomor  XXXXXXX Tanggal 16 Oktober 2024, bermaterai

cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf,

kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi.

1. Xxxxxxxxx,  umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Dusun  Pulau  Intan  A,  Keluarahan  Tanjung

Harapan,  Kecamatan  Pangkatan,  Kabupaten  Labuhanbatu,  di  bawah

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi

adalah Tetangga; 

- Bahwa Pemohon dengan  Termohon  adalah  suami  istri,  menikah

pada tahun 2013; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal

bersama  di  Desa Tanjung  harapan,  Kecamatan  Pangkatan,

Kabupaten Labuhanbatu; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak; 

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  awalnya  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon rukun dan damai,  namun sejak Februari  2022

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali

lagi; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal  bersama

lagi, pisah sejak dua tahun, sepuluh bulan sampai sekarang; 

- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  pernah  didamaikan

keluarga, akan tetapi tidak berhasil; 
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2. Xxxxxxxxx,  umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Pulau  Intan  A,

Keluarahan  Tanjung  Harapan,  Kecamatan  Pangkatan,  Kabupaten

Labuhanbatu,  dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi

adalah Tetangga; 

- Bahwa Pemohon dengan  Termohon  adalah  suami  istri,  menikah

pada tahun 2013; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal

bersama  di  Desa  Tanjung  harapan,  Kecamatan  Pangkatan,

Kabupaten Labuhanbatu; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak; 

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  awalnya  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon rukun dan damai,  namun sejak Februari  2022

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali

lagi; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal  bersama

lagi, pisah sejak dua tahun, sepuluh bulan sampai sekarang; 

- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  pernah  didamaikan

keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon  telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana

telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara

sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa  perkara  ini  didaftarkan,  diperiksa  dan  diputus  secara  ecourt,

dengan  demikian  perkara  ini  diperiksa  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan
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Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa  untuk  beracara  di  Pengadilan  Agama

Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nita Indira

Utami,  SH,  dan  kawan  yang  berprofesi  sebagai  advokat,  yang  dibuktikan

dengan  surat  kuasa  khusus  pada  tanggal  18  Oktober  2024,  fotokopi  berita

acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa

hukum Penggugat;

Menimbang,  bahwa  setelah  majelis  hakim  memperhatikan  dan

mempelajari  syarat  dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi  oleh advokat

yang  diberi  kuasa  khusus,  maka  majelis  hakim  menilai  bahwa  surat  kuasa

tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus

sebagaimna di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  2  Tahun  1959,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  6  Tahun  1994  dan  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  KMA/032/SK/IV/2016  tentang  Pemberlakuan  Buku  II

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  Tahun  2014

halaman 71 angka 3),  serta  Pasal  7  Ayat  (5)  dan Ayat  (9)  Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa

Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  oleh  karenanya  Kuasa  Hukum

Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon   telah datang

menghadap di  persidangan, sedangkan  Termohon tidak datang menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang

sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor

1569/Pdt.G/2024/PA.Rap  tanggal  01 November  2024,  Nomor

1569/Pdt.G/2024/PA.Rap  tanggal  14 November  2024  dan  Nomor

1569/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 28 November 2024 telah dipanggil secara resmi

dan patut,  sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya  Termohon tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  persidangan,  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan   Pemohon   tersebut  harus  diperiksa  secara  verstek,  berdasarkan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim telah berusaha menasehati  Pemohon

agar berfikir untuk tidak bercerai dengan  Termohon namun tidak berhasil, dengan

demikian pemeriksaan  a quo  telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan  Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 jo.  Pasal  31  ayat  (1  dan 2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Termohon tidak  pernah menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi

sebagaimana ketentuan pasal  4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya

mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai  Talak terhadap

Termohon karena bulan Februari 2022 yang lalu Termohon pergi meninggalkan

Pemohon tanpa alasan yang jelas,  dan Termohon tidak pernah kembali  lagi

hingga  sampai  saat  Permohonan  ini  diajukan  ke Pengadilan  Agama

Rantauparapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam Permohonan

Pemohon  tersebut  di  atas,  maka  pada  pokoknya  Pemohon  mendasarkan

Permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
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Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa meskipun  Termohon dianggap atau setidak-tidaknya

tidak membantah dalil-dalil  permohonan Pemohon, karena  Termohon tidak pernah

menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

ِ الِىَ دعُِىَ مَنْ ِ مِنْ حَاكمِ َ ظاَلمٌِ فهَوَُ يجُِبْ ولَمَْ المُسْلمِِينَْ حُكاَم لهَُ حق ل

Artinya:"Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah

haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon

tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan

alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh

terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 21 ayat

(2)  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  menjelaskan  bahwa

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah permohonan tersebut

dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan

rumah dan Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke

rumah kediaman bersama.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1865

KUHPerdata, Pemohon  berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas: 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh

Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang

perceraian,  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  hubungan  hukum  antara

Pemohon dan Termohon apakah benar terikat perkawinan yang sah;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon  telah

mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan

akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut

tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat  (volledig en bindende bewijskracht),  sebagaimana ketentuan Pasal

285  R.Bg  Jo.  Pasal  1870  KUHPerdata.  Berdasarkan  bukti  tersebut,  harus

dinyatakan  terbukti  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah  pada  tanggal  09  Januari  2013,  yang  hingga  kini  belum  pernah

bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar

oleh  Pemohon untuk mengajukan permohon cerai talak ini. Dengan demikian,

maksud  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terpenuhi.  Oleh

karenanya Pemohon memiliki  kapasitas sebagai pihak dan mempunyai  legal

standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai Talak

dengan  alasan  Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

lain  diluar  kemampuannya sebagaimana  ketentuan  Pasal  21  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di

muka persidangan, semuanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  terkait  Termohon  yang  telah

meninggalkan Pemohon lebih  dari  2  tahun berturut-turut  tanpa alasan yang

jelas dan Termohon tidak pernah lagi kembali, oleh karenanya telah memenuhi

maksud ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  selain  itu,  para  saksi  Pemohon  masing-masing

sudah  dewasa,  berakal  sehat,  sudah  disumpah  dan  telah  memberikan

keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana  telah

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  171,  172  serta  Pasal  175  R.Bg/RDS,

karenanya para saksi Pemohon  telah memenuhi syarat formil;
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Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  menerangkan

tentang  kondisi  yang  sebenarnya  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon adalah fakta  yang didengar  sendiri  dan relevan dengan dalil-dalil

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi  syarat materiil,  sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui

secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon

dengan Termohon yaitu Termohon yang telah meninggalkan Pemohon lebih dari

2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah lagi

kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan

materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat

diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada

tanggal 09 Januari 2013;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah

dikaruniai dua orang;

c. Bahwa  Termohon yang telah  meninggalkan Pemohon lebih  dari  2  tahun

berturut-turut  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  Termohon  tidak  pernah  lagi

kembali;

d. Bahwa pihak keluarga  telah berupaya merukunkan  Pemohon dan  Termohon,

namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  Pemohon  tetap  ingin  bercerai  dari

Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah  No.

9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan

bahwa perceraian  dapat  terjadi  karena alasan salah  satu  pihak  meninggalkan

pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas,

maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  Termohon  yang  telah

meninggalkan Pemohon lebih  dari  2  tahun berturut-turut  tanpa alasan yang

jelas dan Termohon tidak pernah lagi kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut  majelis hakim menilai

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis

lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk

bercerai dari Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal

39  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (b)

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam di  Indonesia  yaitu  “Salah satu  pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya”, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  sebagaimana  dimaksud

Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  atau  rumah  tangga  yang

sakinah mawaddah dan  rahmah sebagaimana  dikehendaki  dalam  Al-Qur’an

surat  Ar-Rum ayat  (21)  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  dapat

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri

harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,

setia dan memberi  bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide

Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);   

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam

termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam

arti  untuk  kebaikan,  keselamatan  dan  kebahagiaan  manusia  baik  di  dunia
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maupun  di  akhirat.  Sehingga  bila  bertentangan  antara  mafsadat  dengan

manfaat,  maka  yang  lebih  utama  adalah  menjauhkan  mafsadat  daripada

mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul

Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki  dalam kitab  Al-Asybah wa An-

Nazhair (Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al-Ilmiyyah,  1991)  jilid  I  halaman  105,  yang

berbunyi:

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  Permohonan  Pemohon  dinilai  beralasan  hukum  dan  tidak

melawan  hak  serta  telah  memenuhi  unsur  alasan  perceraian  yang  termuat

dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan  Pemohon

pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonan nya dapat dikabulkan dengan

verstek;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,

dengan  demikian  sesuai  dengan  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam,

permohonan  Pemohon  pada petitum angka 2 (dua)  permohonan  cerai  talak

Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Rantauprapat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;
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putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan

sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Termohon  (Xxxxxxxxx)  untuk  Menjatuhkan  talak  satu  raj’iy   terhadap

Pemohon (Xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

4. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10

Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai

Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  melalui  Sistem  Informasi

Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yanuar

Hakim Nasution, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Suryadi, S.Sy., M.H..
Hakim Anggota

Afdal Lailatul Qadri, S.H..

Hakim Anggota

Widia Fahmi, S.H..
Panitera Pengganti

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp60.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp50.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor  1569/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


